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RINGKASAN

Prillasari Naryani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pebruari
2018, Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001
Terhadap Peerbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor
31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi.Pada tindak pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
atau Obstrcution of Juctice di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Terdapat beberapa permasalahan

pada pasal 21 berdasarkan beberapa putusan yang di analisis.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: ( 1 ) Bagaimana Penerapan Pasal 21 UU Nomor
31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan
Tindak Pidana Korupsi? (2) Apa kelemahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999
Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.sus/2009 atas nama
terdakwa Manatap Ambarita dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.sus/2011 atas
nama terdakwa Anggodo Widjojo)?

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer,sekunder, tersier yang
kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskritif Kkualitatif. Penulis
memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa Secara yuridis, Pasal 21 ini
masih mempunyai kelemahan yaitu tidak diatur secara terperinci apa saja bentuk merintangi
penyidikan tindak korupsi, tidak sesuai asas lex certa dan lex stricta sehingga membuat

mulltitafsir didalam Putusan.

Kata Kunci : Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi



SUMMARY

Prillasari Naryani, Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Brawijaya
February 2018, Implementation of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law
Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the Investigation of Corruption
Act

In this research, the writer raised the problem of the Implementation of Article 21 of Law
Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the
Investigation of Corruption Act. In criminal acts Preventing Corruption Investigation or
Obstetrics of Juctice in Indonesia has been regulated in Article 21 Undang- Of Law of the
Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 in conjunction with the Law of the Republic of
Indonesia Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. There are several
problems in Article 21 based on several decisions in the analysis.

This study raises the formulation of the problem: (1) How is the Implementation of Article 21
of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For
Hampering the Investigation of Corruption Act? (2) What is the weakness of Implementation
of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds
For Hampering the Investigation of Corruption Act (Case Study of Supreme Court Decision
Number 684 K / Pid.sus / 2009 on behalf of Defendant Manatap Ambarita and Supreme
Court Number 168 K / Pid.sus / 2011 on behalf of defendant Anggodo Widjojo)?

Writing in this research using normative juridical method with approach of legislation and
approach of case. The primary, secondary, tertiary law materials will then be analyzed using
qualitative descriptive analysis techniques. The author got answers to the issues raised, that
the juridical, Article 21 is still having a weakness that is not set in detail what the form of
inhibiting the investigation of corruption, not according to the principle lex certa and lex

stricta so as to make mulltitafsir in the Verdict.

Keywords: Obstacle of Investigation on corruption act
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